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PUTUSAN
NOMO: 62/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
|. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan

Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD ARIEF SULEIMAN, S.ST. Jabatan
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

2. HARI HARJITO, S.TR. Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

3. DAYANA HARAHAP, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru.

4. NENI TRIANA, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi
Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru.

5. HAFIZ YUNI ANDRA, S.TR. Jabatan Kepala Sub Seksi
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru.
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6. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H. Jabatan Analis
Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru. Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Aparat Sipil Negara pada Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR No.MP.02.
01/1540/600.13.71/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020,
selanjutnya disebut sebagai............ccoii i,
.................................... TERGUGAT/PEMBANDING ;

DAN
Il. PT. PARINDO KARYA PRIMA, berkedudukan di Pekanbaru, berdasarkan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Parindo Karya

Prima Nomor 04 tanggal 2 Februari 2005 dibuat

dihadapan H. Darmansyah, S.H., Notaris di Pekanbaru,

dan Akta Perubahan PT. Parindo Karya Prima Nomor 88

Tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan H. Darmansyah,

S.H., Notaris di Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh M.

SYAHRIL M., selaku Direktur Utama dan telah memberi

Kuasa kepada :

1. WAHYU AWALUDDIN RAHMAN, S.H., M.H.

2. MOAMAR RIDWAN PAHLEVI, S.H., Keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada
Kantor Advokat “LAW OFFICE WAHYU AWALUDDIN
AND PARTNERS “ dan memilih domisili hukum di Jalan
Sepakat, Komp. Perum Green Gading Asri Rukan No. 1

A-B Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru Riau.,
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berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
39/SK/G.PTUN/VII/2020, tertanggal 29 Juli 2020; Untuk
selanjutnya disebut sebagai.................. TERGUGAT I
INTERVENSI/PEMBANDING ;
LAWAN

1. Purnamawati Binti H.A. Masturo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan
Jalak RT.001 RW.001, Desa Alahair Timur, Kecamatan
Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi
Riau.

2. Edi Purwanto Bin H.A. Masturo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Alahair RT.001
RW.005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan
Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi
Riau.

3. Selamat Riadi Bin H.A. Masturo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jalan Permata
Indah Nomor : 5, RT.001 RW.001, Kelurahan Bandaraya,
Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

4. Sri Muliawati Binti H.A. Masturo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan
Mulia, RT.002 RW.001, Desa Alahair Timur, Kecamatan
Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi
Riau;

5. Hj. Sri Wahyuni S.Pd Binti H.A. Masturo, Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), Tempat Tinggal
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Kp. Sumber Karya, RT.001 RW.006, Kelurahan Batu IX,
Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang-
Provinsi Kepri;

6. Nurhidayati Binti H.A. Masturo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan
Bandeng Halaman 2 dari 255 halaman Putusan Nomor :
24/G/2020/PTUN.PBR Gang Bahana | Nomor : 11, RT.00
RW.005, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

7. Marti Suprihatini AMK Binti H.A. Masturo, Warganegara Indonesia
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di
Jalan R.E Martadinata Nomor : 05 A, RT.002 RW.003,
Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung
Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang-Provinsi Kepri;

8. Siti Rohana Binti Jufri, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus
rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Alahair RT.001
RW.005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan
Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi
Riau; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan anak
kandung yang masih di bawah umur belum cakap
melakukan perbuatan hukum yang bernama :

9. Mashanafi Adha Bin H.A. Masturo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pelajar, Bertempat tinggal di Jalan Alahair RT.001
RW.005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan
Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Provinsi

Riau; Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa
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kepada: 1. Hendryzal, S.H. 2. Budi Jatmiko, SH.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

advokat pada Kantor Advokat “ Hendryzal & Partners “

dan memilih domisili hukum di Jalan Tamtama 5,
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 28 Desember 2020; Untuk
selanjutnya disebut sebagai................cocooviii
......................... PARA PENGGUGAT/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
62/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 05 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 05
Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020 ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 62/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN, tanggal 12
April 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa, tanggal 13 April
2021 ;

5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 24/G/2020/PTUN-PBR
dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan
sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----nnmmmeeemmmmaes
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti
tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa kedua

belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI
DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

2. 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor
00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04484, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 174 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Halaman 6 Putusan No. 62/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

2. 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04486, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 106 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04488, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04493, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04494, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04495, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04496, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2. 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ;: 04497, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 136 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04498, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor

01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 176 m2
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atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN Halaman 225 dari 255
halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04499, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04500, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01799/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04502, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04503, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04504, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Halaman 226 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04505, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04506, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m2

atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.18.

2.19.

2.20.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04507, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04508, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 119 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04509, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Halaman 227 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR seluas 104 m?, atas
nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah
dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk berkedudukan di
Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

2.21.

2.22.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04510, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04511, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01810/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.23.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04512, Kelurahan Tangkerang

2.24.

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04513, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m?2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04514, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Halaman 228 dari 255
halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR  Nomor
01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 124 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04515, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01814/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 188 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04516, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 141 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04518, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.29.

2.30.

2.31.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 177 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04519, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;Halaman 229
dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04520, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 155 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04521, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 147 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04522, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04523, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01822/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04524, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04525, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor

01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m2
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FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.36.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04526, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.37.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04527, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.38.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04528, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 194 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

2.39.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04529, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor

01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.40.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04530, Kelurahan Tangkerang

2.41.

2.42.

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04532, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04533, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 157 mz2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.43.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04534, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 201 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.44 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04535, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan Halaman 232 dari 255
halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR di Pekanbaru yang telah
dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Thk berkedudukan di
Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.45.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04536, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.46.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04537, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
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01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.47 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04538, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.48.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04539, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01838/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 198 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.49.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04540, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Halaman 233 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR seluas 132 m?, atas
nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang telah

dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Thk berkedudukan di
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Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.50.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04541, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.51.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04542, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 193 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.52.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04543, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.53.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04544, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor

01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m2
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atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.54.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04545, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Halaman 234 dari 255
halaman  Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR  Nomor
01844/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.55.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04546, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 134 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.56.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04547, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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2.57.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04548, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.58.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04549, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.59.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04550, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 153 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.60.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04551, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m?2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.61.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04552, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.62.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04553, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 488 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.63.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04554, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Halaman 236 dari 255
halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.64.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04555, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
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01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.65.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04556, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01855/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 137 m2
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.66.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04485, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 102 m2
berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XI1/2017 tanggal
23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli
PPAT H. Benizon, SH Nomor : 297/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada
Utari, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.67.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04492, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 m2
berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XI1/2017 tanggal
23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli

PPAT H. Benizon, SH Nomor : 296/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada
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Romito Zulkarnaen Pohan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.68.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04501, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Halaman 237 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR seluas 189 m2,
berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII1/2017 tanggal
23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli
PPAT H. Benizon, SH Nomor : 295/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada
Deswizar Arif, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.69.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04517, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01816/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 mz
berdasarkan Surat Roya Nomor : 376/PKB/BCSU/XI/2019 tanggal 28
November 2019 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT H.
Benizon, SH Nomor : 10/2020 tanggal 08 April 2020 kepada Erni Johan,
yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.70.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04531, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz
berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XI1/2017 tanggal
23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli

PPAT H. Benizon, SH Nomor : 298/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada
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Masriadi, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.71.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04487, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah
menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9852, Kelurahan Tangkerang Barat,
tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang
Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 107 m2 atas nama Yanti Mala
yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.72.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04489, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah
menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9888, Kelurahan Tangkerang Barat,
tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang
Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Halaman 238 dari 255 halaman
Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR seluas 110 m? atas hama EImi SE
yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.73.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04490, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah
menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9836, Kelurahan Tangkerang Barat,
tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang

Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m2 atas nama Santi
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Kartika Yudha yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

2.74 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04491, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah
menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9906, Kelurahan Tangkerang Barat,
tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang
Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 109 m2 atas nama Nur
Chaironika yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa:

3.1.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04173, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 29 Juli 2015 dengan Surat Ukur Nomor
00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 seluas 13.594 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04484, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 174 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04486, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
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01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Halaman 239
dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR seluas 106
m?, atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru
yang telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04488, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04493, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04494, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04495, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m?,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.8.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04496, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Halaman 240 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR Nomor
01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.9.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04497, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 136 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.10.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04498, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
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01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 176 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.11.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04499, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.12.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04500, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01799/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 138 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;Halaman
241 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR 3. 13.
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04502, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.14.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04503, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 139 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.15.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04504, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.16.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04505, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.17.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04506, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor

01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m2,
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atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Halaman 242 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR Tangkerang
Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.18.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04507, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.19.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04508, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 119 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.20.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04509, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 104 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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3.21.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04510, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.22.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04511, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01810/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.23.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04512, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 m2,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.24 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04513, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 89 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.25.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04514, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 124 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.26.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04515, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01814/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 188 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.27.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04516, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 141 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.28.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04518, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor

01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 177 mz,
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atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.29.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04519, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 148 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.30.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04520, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 155 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.31.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04521, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 147 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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3.32.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04522, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.33.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04523, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01822/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.34.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04524, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 m?,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.35.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04525, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 135 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.36.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04526, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.37.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04527, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Halaman 246 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR Nomor
01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.38.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04528, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 194 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.39.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04529, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
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01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.40.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04530, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.41. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04532, Kelurahan Tangkerang

3.42.

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04533, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 157 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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3.43.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04534, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 201 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.44.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04535, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.45.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04536, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.46.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04537, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.47 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04538, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.48.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04539, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01838/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 198 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.49.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04540, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 132 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.50.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04541, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor

01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 mz,
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atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.51.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04542, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 193 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.52.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04543, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 165 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.53.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04544, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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3.54.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04545, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01844/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.55.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04546, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 134 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.56.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04547, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan Halaman 250 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
3.57.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04548, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 m?,

atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
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telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.58.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04549, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 126 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.59.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04550, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 153 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.60.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04551, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 133 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.61.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04552, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
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01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Halaman 251
dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR seluas 126 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.62.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04553, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 488 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.63.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04554, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 129 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.64.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04555, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 151 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang

telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
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berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.65.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04556, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01855/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 137 mz,
atas nama PT. Parindo Karya Prima berkedudukan di Pekanbaru yang
telah dibebani Hak Tanggungan pada PT. BTN (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.66.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04485, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Halaman 252 dari
255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR Nomor
01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 102 mz,
berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal
23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli
PPAT H. Benizon, SH Nomor : 297/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada
Utari, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.67.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04492, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 111 mz,
berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal
23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli
PPAT H. Benizon, SH Nomor : 296/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada
Romito Zulkarnaen Pohan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;
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3.68.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04501, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 189 mz,
berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal
23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli
PPAT H. Benizon, SH Nomor : 295/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada
Deswizar Arif, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.69.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04517, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01816/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 142 mz,
berdasarkan Surat Roya Nomor : 376/PKB/BCSU/XI/2019 tanggal 28
November 2019 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli PPAT
H. Benizon, SH Nomor : 10/2020 tanggal 08 April 2020 kepada Erni
Johan, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.70.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04531, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 150 mz,
berdasarkan Surat Roya Nomor : 94/PKB.I/LA-DOKPOK/XII/2017 tanggal
23 Desember 2017 dan dialihkan berdasarkan kepada Akta Jual Beli
PPAT H. Benizon, SH Nomor : 298/2018 tanggal 26 Juni 2018 kepada
Masriadi, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.71.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04487, Kelurahan Tangkerang

Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
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01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah
menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9852, Kelurahan Tangkerang Barat,
tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01786/Tangkerang
Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 107 m2 atas nama Yanti
Mala yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.72.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04489, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah
menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9888, Kelurahan Tangkerang Barat,
tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01788/Tangkerang
Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m? atas hama Elmi SE
yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.73.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04490, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah
menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9836, Kelurahan Tangkerang Barat,
tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01789/Tangkerang
Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 110 m? atas nama Santi
Kartika Yudha yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

3.74 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04491, Kelurahan Tangkerang
Barat, tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor
01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 telah berubah

menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 9906, Kelurahan Tangkerang Barat,
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tanggal 24 Oktober 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01790/Tangkerang

Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 seluas 109 m2 atas nama Nur

Chaironika yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua
puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi
dalam sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat |l Intervensi/
Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Banding sesuai dengan
Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2020/PTUN-PBR, masing-masing
tanggal 21 Desember 2020 dan tanggal 18 Desember 2020 dan terhadap Akta
Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum
Tergugat/Pembanding serta Tergugat Il Intervensi/Pembanding dan Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari
Tergugat/Pembanding, kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat Il
Intervensi/Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding Nomor

24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 21 Desember 2020 dan 18 Desember 2020;
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Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori
Bandingnya tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2021,
dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak lawan yang dalam hal ini Para Penggugat/Terbanding dengan
Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor
24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 28 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi/Pembanding tidak mengajukan
Memori Bandingnya,;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada
pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor 24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020
sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Semula Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Para Terbanding/Semula Para Penggugat tidak dapat
diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.
06/G/2020/PTUN-PBR tanggal 10 Desember 2020;

3. Menyatakan sah surat keputusan berupa :
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Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04173 tanggal29 Juli 2015 an. PT.
PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan di Pekanbaru Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4484 diterbitkan tanggal 24Oktober
2017 Surat Ukur No. 01783/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus
2017 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan MarpoyanDamai, Kota
Pekanbaru seluas 174 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA
berkedudukan di Pekanbaru;

SHGB No. 4485 diterbitkan tanggal 24Oktober 2017 Surat Ukur No.
01784/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 102 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

SHGB No. 4486 diterbitkan tanggal 24Oktober 2017 Surat Ukur No.
01785/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 106 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

SHGB No0.4487 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01786/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 107 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

SHGB 4488 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01787/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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seluas 111 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

7. SHGB No. 4489 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01788/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 110 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

8. SHGB No. 4490 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01789/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 110 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

9. SHGB No0.4491 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01790/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 109 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

10. SHGB No0.4492 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01791/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 111 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

11. SHGB No0.4493 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01792/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12.

13.

14.

15.

16.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 111 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA

berkedudukan di Pekanbaru;

SHGB No0.4494 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 111 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4495 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01794/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 110 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4496 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01795/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 110 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4497 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01796/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 136 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4498 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01797/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17.

18.

19.

20.

21.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 176 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4499 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01798/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 138 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4500 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01793/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 138 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4501 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01800/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 189 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4502 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01801/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 139 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4503 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01802/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

22.

23.

24.

25.

26.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 139 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

SHGB 4504 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01803/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 148 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4505 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01804/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 151 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4506 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01805/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 89 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB 4507 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01806/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 89 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4508 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01807/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

Halaman 54 Putusan No. 62/B/2021/PTTUN-MDN

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27.

28.

29.

30.

31.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 119 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4509 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01808/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 104 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

SHGB 4510 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01809/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 89 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB 4511 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01810/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 89 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4512 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01811/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 89 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4513 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01812/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 89 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

32. SHGB No.4514 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01813/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 124 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

33. SHGB No. 4515 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 188 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

34. SHGB No. 4516 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01815/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 141 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

35. SHGB No0.4517 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01816/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 142 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA
BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

36. SHGB No0.4518 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01817/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

Halaman 56 Putusan No. 62/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37.

38.

39.

40.

41.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 177 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4519 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01818/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 148 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4520 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01819/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 155 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

SHGB 4521 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01820/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 147 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4522 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01821/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 135 Mz, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4523 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01822/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

42.

43.

44,

45,

46.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 135 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4524 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01823/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 1423 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA
berkedudukan di Pekanbaru;

SHGB 4525 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01824/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 135M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4526 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01825/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 142 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

SHGB 4527 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01826/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 165 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4528 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01827/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 194 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

47. SHGB No0.4529 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01828/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 150 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

48. SHGB No0.4530 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01829/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 150 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

49. SHGB No0.4531 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01830/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 150 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

50. SHGB No0.4532 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01831/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 150 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

51. SHGB No0.4533 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01832/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

52.

53.

54.

55.

56.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 157 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4534 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01833/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 201 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4535 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01834/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 150 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

SHGB 4536 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01835/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 150 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4537 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01836/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 150 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4538 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01837/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 150 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

57. SHGB No0.4539 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01838/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 198 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

58. SHGB No0.4540 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01839/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 132 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

59. SHGB No.4541 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01840/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 142 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

60. SHGB No0.4542 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01841/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 193 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

61. SHGB No. 4543 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01842/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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seluas 165 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

62. SHGB No.4544 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01843/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 126 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

63. SHGB No0.4545 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01844/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 129 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

64. SHGB No. 4546 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01845/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 134 M?2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA
BERKEDUDUKAN DI PEKANBARU;

65. SHGB No0.4547 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01846/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 126 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

66. SHGB No0.4548 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01847/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

Halaman 62 Putusan No. 62/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

67.

68.

69.

70.

71.

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

seluas 133 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4549 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01848/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 126 M?, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA

berkedudukan di Pekanbaru;

SHGB No0.4550 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01849/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 153 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4551 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01850/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 133 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4552 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01851/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 126 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan

di Pekanbaru;

SHGB No0.4553 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.

01852/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan

Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
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seluas 488 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

72. SHGB No.4554 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01853/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 129 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA
berkedudukan di Pekanbaru;

73. SHGB No0.4555 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01854/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 151 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
berkedudukan di Pekanbaru;

74. SHGB 4556 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2017 Surat Ukur No.
01855/Tangkerang Barat/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
seluas 137 M2, dahulu an. PT. PARINDO KARYA PRIMA berkedudukan
di Pekanbaru;

4. Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar

biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Bandingnya tertanggal 01 Februari 2021 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 01 Februari

2021, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini
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Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra
Memori Banding Nomor: 24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 1 Februari 2021,

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para
Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan
pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor : 24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020
dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori
Bandingnya, dan selanjutnya Para Penggugat/Terbanding mohon kiranya
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :

24/G/2020/PTUN.PBR tanggal 10 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 24/G/2020/PTUN-PBR tersebut, telah diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 10
Desember 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi dalam Sistem Informasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa  Tergugat/Pembanding dan  Tergugat |l
Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana
Akta Permohonan Banding Nomor: 24/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 21 dan

18 Desember 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan
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permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat |l
Intervensi/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan
Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding secara
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan
Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama
berkas perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN-PBR, a quo yang terdiri dari Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat,
Keterangan Saksi dari Para Penggugat/Terbanding, Saksi Tergugat/Terbanding
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor
24/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 10 Desember 2020 serta Memori Banding
Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Penggugat/
Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan
Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan
hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang
dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga

pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
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Pekanbaru adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang
berlaku oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di
Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca
dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak
terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori
Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum
tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020 yang dimohon
Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding
pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal
110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar
biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan
yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar
Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN ;

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;
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2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata

Usaha Negara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il
Intervensi/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
24/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020, yang dimohonkan
Banding tersebut ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding
untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk
Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus

lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian  diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal
12 April 2021 oleh kami BUDHI HASRUL, S.H., sebagai Hakim Ketua
Majelis, H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.M.H dan JAMRES SARAAN,
S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April
2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim
Anggota, dan dibantu oleh RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H., Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri
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oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H,, BUDHI HASRUL, S.H.,

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .............ccccceeeeeeeeennn, Rp. 10.000,-

........................................... Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72



